
BUPATI KATINCIAN

P,:DRATURAN BUPATI I|TLATINGAN

NOMOR: 5} TAIIIUN2AL2

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURUI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGJAN PEMERII{TAH K/IBUPATEN ITATINGAN

DENGAJN RAHMAT TUHAN IiANG MAHA ESA

BUPATI I{ATINGIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mernenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 12\
Perat.uran Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
Negat'a Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan
Menteri Agama Nomor OSlXlPBl2OlT, Nomor
SPB/03/M.PAN-RB/7O/2OIL; Nomor 48 Tahun 2077;
Nomor lsS/PMK.0l/2}ll dan Nomor 11 Tahun 2OL1
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk
Teknisnya pada Bab II butir C.1.

b. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau
kelebihan guru pada satual pendidikan, serta adanya alih
fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan
pemerataan guru anta-r satuan pendidikan, anta-r jenjang,
dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Katingan;

c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan
profesionalisme, pemerataan layanan dan peningkatan
mutu pendidika-n dan untuk menjamin pemerataan guru
anta:' satuan pendidikal, antar jenjang, dan antar jenis
pendidikan di Kabupaten l{.atingan di Kabupaten Katingan,
diperlukan adanya perencanaan, pemerataan, penyebaran,
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
formal.

d. bahw'a berdasarkan pertirrrbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Katirrigan.



Mengingat : 1. Undemg-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Krabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalirnantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor B, Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokol< Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3041), sebagaimana telah
diuba.h dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Nom6r 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo,r 3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik
IndorLesia Nomor a30 1);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Nega::a Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diutlah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA8 Nrcmor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

Undang-Undang Nomor 33 'lahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nom<lr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indorresia Nomor aa34;
Undarng-Undarrg Nomor lzt Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indorresia Nomor a586);

Undarng-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentalg
Pemtrentukan Peraturar Perundang-Undangan (Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ne5;,ara Republik Indonesia Nomor
523a.1;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Forrnasi Pegawai Negeri Slipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur:r 2000 Nomor 194, Tambahan
Lemtraran Negara RepuLblik Indonesia Nomor 4015)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003t (Lembaran Negara Republik
Ind.o:rresia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Nega,ra Republik Indonesia Nomor a3321;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Femindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor $a);

10. Peraturan Pemerintah No,mor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasionai Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa96l;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
PemLragian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provi:nsi dan Pemerintahan Daera-tt
Kabupaten/Kota (Lembarurn Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OlO tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194,llambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia
Nom<lr a9a\;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang
Pengr:lolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 23,
Tamtrahan Lembaran Neglara Republik Indonesia Nomor
5105),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor lL2, Tambahan
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Daerah Nomor 3i Tahun 2008 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

15. Peraturan Daera-h Nomor ti Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor
5) sebagaimana diubah der:tgan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2OIl tentang Orpianisasi dan Tata Ke4'a Dinas
Daera.h Kabupaten Katingrm (Lemba-ran Daerah Kabupaten
Katir:rgan Tahun 2011 NorrLor 3);

16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2OOT tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2OOT tentang Standar Kepr;rla Sekolah;

18. Peraturan Menteri Pendidiikan Nasional Nomor 16 Tahun
2OOT tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona-l Nomor 24 Tahun
2008 tentang Standar Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah;

2O. Peraturan Menteri Pendidilkan Nasional Nomor 25 Tahun
2008 tentang Stan<lar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah;



21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun
2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium
Sekolah/Madrasah;

22.?erat.uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2OO9 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

23. Peral.uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2OLO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendjdikan Dasar di Kabupaten/Kota;

24. Peral-uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010 tentang Norma, Sttandar, Prosedur dan Kriteria
Bidang Pendidikan;

25. Peral-uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2O1O tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah;

26. Perat-uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun
2OO7' tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

2T.Peraturan Menteri Penentiban Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 20ll tentang
Pedornan Perhitungan Jr-lmlah Kebutuhan PNS Untuk
Daerir.h khususnya lamPirern II.

28. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
Nega-'r:a Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birolqrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan
Menteri Agama Nornor OS/X/PB l2}ll, Nomor
SPB/03/M.PAN-RB/ lO l2AlI, Nomor 48 Tahun 2011,
Nomor 158/PMK.OL /2O 11, Nomor 11 Tahun 2077;

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun
2OL2 tentang Tatacara F'elaksanaan Kurikulum Muatan
Loka-t (Berita Daerah Prorrinsi Kalimantan Tengah Tahun
2Ol1 Nomor 22);

30. Peraturan Bupati Katingar:L Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
(Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO9 Nomor
36).

MEMUTUSI(4ilI :

Menetapkan : PERATTURAN BUPATI I(AI'INGAN TENTANG PENATAAN
DAN PEMERATAAII GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKI'NGAN PEMERINTATI| KABUPATEN I{ATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daererh adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara kesatuan Republik Ind,onesia sebagaimana dimaksud
aar- Undang-Undr-"rng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
penyeienggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Katingan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daererh Kabupaten Katingan.

Perangkat Daerah r:Ldalah Organisasi/Le::nbaga pada Pemerintah Daerah,
terdiri atas Sekreter.ris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Dae:rah.

Dinas adalah Dinas llendidikan Kabupaten Katingan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

Satuan Pendidikar:r adalah kelompoJh layanan pendidikan yang
menyelenggarakan lrendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap
jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan beqjenjang
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendir:likan menengah, dan pendidikan
tinggi.

Guru adaJah pendidik profesional d,engan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, mr:rlatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar dan pendidikan menenga"h.

11. Guru pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru
yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

12. Penataan guru PNS ada-lah proses menaLta ulang agar rasio, kua-lifikasi
akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan
riil masing-masing s{ltuan pendidikan.

13. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan
pendidikan, antar .ienjang pendidikan, antar jenis pendidikan dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan
satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

14. Kompetensi adalah rieperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam
melaksanakan tu gas keprofesionalan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup guru PI'IS yang dimaksud dalam peraturan ini adalah guru
kelas, guru mata pela.iaran/guru bidang studi, dan guru bimbingan dan
konseling/konselor pada satuan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB,
SMP/SMPLB, SMA/SI\4,ALB/SMK dan bentuk lain yang sederajat yarrg
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Itlatingan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat
pembina kepegawaian <naerah, kepala dinas yang membidalgi pendidikan di
kabupaten, kepala sekolah dan pemangku k,epentingan {stakeholder) lainnya
dalam penataan dan pemerataan guru guru pegawai negeri sipil TK/TKLB,
SD/SDLB, SMP/SMPLI3, SMA/SMALB, dan SMK agar rasio, kualifikasi
akademik, distribusi dern komposisi guru sr:rta perbandingan jumlah guru
dalam satuan pendidiJl<an sesuai dengan rombongan belqjar atau mata
pelajaran yang diampu sesuai dengal kebul-uhan riil masing-masing satuan
pendidikan.
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BAB III

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENIBRATAAN GURU PNS

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah }hbupaten
(1) Berdasarkan Peraturan Bersama Menterri Pendidikan Nasional, Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara rlan Reformasi Birokrasi, Menteri
Dala:n Negeri, lVlenteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor
OS/X/PB l2Ol1, Nornor SPB/O3/M.PAN-RB/ lO/2O11; Nomor 48 Tahun
2oll; Nomor 158/PMK.OIl2OlI dan Nomor 11 Tahun 2OlL tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawrd Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2)
Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan
pemerataan guru PIIIS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar
jenis pendidikan rli satuar pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota yalrg kelebihan dan kekurangan guru PNS
dan Pasal 4 ayat (4) tsupati/Walikota meng;koordinasikan dan memfasilitasi
pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antaq'enjang, dan antaq'enis pendidikan di
wilayah kedanya sesuai dengan kewenang&nn|a.

(2) Perencanaarr kebutuhan guru pada TKITKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten clilakukan oleh pejabat pembina
kepegawaian kabupaten dan perencana.an kebutuhan guru dilakukan
pada tingkat satuan pendidikan tingkat kabupaten.

(3) Penataan dan pemet'ataan guru PNS dilakukan apabila pemerintah daerah
telah melakukan perencanaan kebutuhal dan ana-lisis optimalisasi guru
pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat kabupaten.

(a) Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah
daerah dapat dipindahtugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang,
antarjenis pendidikan, antar kabupaten / krota.

(5) Koordinasi dan fasilitasi dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dalam
bentuk kegiatan berikut.

a. Menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati atau produk
hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru pNS yang
merujuk pada Perraturan Bersama sebag;aimana dimaksud ayat (1)

b. Sosialisasi prograrn penataan dan pemerataan guru PNS diwilayah
kabupaten;

c. verifikasi data guru dan analisis kebu[uhan guru TK, sD, sMp, sMA,
dan SMK di setiap satuan pendidikan diwilayah kabupaten;

d. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan
danlatau kekurarrgan guru PNS di wilqrah kabupaten dengan tembusan
disampaikan kepada Badan Kepegawaiem Daerah (BKD);

e. Pemindahan guru PNS antar satuan penLdidikan;

f. Penyediaan dana pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan di
wilayah kabupaten;

(6) Koordinasi dengan l(ementerian Agama <ia-lam memfasilitasi pemindahan
guru PNS dari satuain pendidikan binaan }(ementerian Pendidikan Nasiona_l
ke satuan pendidikain binaan Kementeria_rL Agama.



(7) Menugaskan Kepala Satuan Pendidikan untuk :

a. Mensosialisasikan program penataan dan pemerataan guru PNS di
satuan pendidikannya;

b. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan
pendidikannya;

c. Melaporkan kelebihan dan/atau kek.urangan guru PNS di satuan
pendidikannya ke dinas pendidikan kabupate n I kota.

(8) Penataan dan pemerataan guru PNS dimulai paling lambat bulan April
2OL2 dan harus selesai pada 31 Desember 2013.

BAB TV

PE]RENCANAAN KEBUTL]HAN GURU

Pasai 5

(1) Perencarlaan kebutuhan guru pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan :

a. kebutuhan satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis
guru, jumlah peserta didik, jumlah r:ombongan belajar, jumlah jam
setiap mata pelqiaral /bidang studi yang mengacu pada struktur
kurikulum dan clisesuaikan dengan je:nis program yang dibuka khusus
untuk SMA/SMALB dan SMK;

b. perkembangan jumlah penduduk usia sekolah yang berakibat pada
rencana penambahan rombongan belajar atau pembukaan unit
sekolah baru;

c. Target pencapatan APK dan APM pendidikan;

d. Rencana pemenuhan rasio Guru : i:Siswa dan Guru : Rombongan
Belajar dimulai dari pemenuhan rasio berdasarkan Permendiknas
Nomor 15 Tahun 201O tentang Standzrr Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar (SPM) d:ilanjutkan menjadi pemenuhan rasio berdasarkan
Permendiknas Nclmor 41 Tahun 2OO7 tlentang standar Proses (SNP) dan
dalam rangka pemenuhan rasio pendirdikan berdasarkan PP Nomor 47
Tahun 2OOB tentiang Guru dan Dosen.

e. kebutuhan pengaLngkatan/pemberhentiaLn pengawas satuan pendidikan

f. Guru/pengawas/'penilik yang mencapai batas usia pension atau
meninggal dunia

g. Pertimbangan tertentu terkait dengan daerah khusus sesuai kondisi
dan karakteristik geografis wilayah/daerah.

h. Alih fungsi jenis guru dan jabatan fun6;;sional atau lainnya

i. Pembukaan/penrmbahan Jurusan/Program Studi/Program Keatrlian
baru pada SMA eLtau SMK

j. Kebijakan Nasional

k. Kebijakan Provinsi dan Kabupaten terkait Kurikulum Muatan Lokal



(2) Perencanaan kebutuhan guru pegawai neg4eri sipil dilakukan atas prinsip-
prinsip :

Kuantitatif yaitu kebutuhan dihitung berdasarkan angka-angka yang
menyatakan nilai-nilai dari variabel-variabel yang berpengaruh
terhadap kebutuhan tersebut dr:ngan menggunakan metode
perhitungan yang sesuai

Antisipatif yaitu kebutuhan ditentul<an berdasarkan kondisi masa
mendatang dan merencanakan pemer:ruhannya sejak dini mengingat
tenggang waktu trlenyediaannya yang cukup panjang.

Integratif yaitu kebutuhan guru dihitung secal'a terpadu dengan
kebutuhan satuian pendidikan yang diperlukan untuk menarnpung
semua penduduk usia sekolah sesuai di.engan ketentuan wajib belajar

Rekursif yaitu pr--menuhan kebutuhan guru dihitung secara bertahap
dimana kekurangan yang rnasih l"ersisa dipakai sebagai dasar
pemenuhannya pada periode berikutnya

Berhirarki yaitu 'pemenuhan kebutuhem guru dihitung dalam kerangka
pencapaian tar,get APK/APM, peiltenuhan kebutuhan minimal
berdasarkan SPIII dan pemenuhan kebutuhan ideai berdasarkan SNP
serta PP tentang Guru.

(3) Jenis kebutuhan gu:ru pegawai negeri sipil :

Guru Kelas adalah guru yang mem,punyai tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara pentlh dal:tm proses pembelqjaran seluruh
mata pel{aran di kelas tertentu di TK/TKLB, dar SD/SDLB dan
satuan pendidikem formal yang sederajat.

Guru Mata Pelaliaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh da,lam proses pembelaja-ran
pada satu mata pelajaran tertentu padra satuan pendidikan formal pada
jenjang pendidil,ran dasar (SDISDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru
mata pelajaran pendidikal jasma-rri dan kesehatan, dan guru
pendidikan agarna serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMKi.
Guru mata pelqjaran pada SMK dikelompokkan menjadi guru
normative/adaftif/ dan guru produl<tif. Jenis guru muatan loca1
ditentukan oleh masing-masing saLtuan pendidikan berdasarkan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Guru Bimbingan dan Konseling/konselor adalah guru yang mempunyai
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seca,ra penuh dalam
kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik di
satuan pendidikan formal pada jenjang;pendidikan dasar (SMP/SMPLB)
dan pendidikan rnenengah (SMA/SMALB dan SMK).

Perhitungan kebutuhan guru pegawai negrsri sipil :

a. Kebutuhan gutu TK :

U Perhitungan

a) Setiap ror:nbongan belajar maksimal 2O siswa.
b) Setiap rombongan belajar diampu oleh satu orang guru.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

C.

(4|



2l Formula penghitungan guru TK

JGTK=JRB+ll,ffK

Keterangan :

JGTK: jumlale Guru TK

JRB : jumlalr rombongan belqjar,/kelas

KTK = kepala Taman Kanak-kanal<

b. Kebutuhan guru kelas SD

U Perhitungan

' a) Setiap rombongan belajar terdiri dari 20-28 siswa.
b) Setiap rombongan belajar diampu oleh satu orang guru kelas.
c) Setiap SD harus tersedia guru agama dan guru pendidikan

jasmani dan kesehatan.
d) Wqiib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani

dan kesehatan yang digunakan dalam penghitungan 24 jam
tatap muka perminggu.

e) Setiap SD harus tersedia guru sgama sesuai dengan ragarn jenis
agama yang dianut peserta didik.

0 Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan SD
tersebut rnenyelenggarakan program pendidikan inklusif, maka
SD tersebut harus menyediakan guru khusus per-enarn
rombongan belqjar, dengan perhitungan jam setara dengan guru
kelas.

2l Formula penghitungan guru Sekolah Dasat

a) Rumus per:rghitungan jumlah guru kelas :

R'GK = Y K xLGuru
/-t

b) Rumus penghitungan jumlah guru agama dan penjaskes :

ITM .'
KGAP ='#: I (*o,, I *,)

j=1"

Keterangan :

kebutuhan guru kelas
jurnlah jam ta.tap muka
jumlah kelas
kebutuhan guru agama/ penjaskes
alokasi jam mapel perminggu pada mapel
agama/penjaskes di satu tingkat
jam wajib mer:tgajar minimal perminggu
tingkat 7,2,3,,+,5,6

KGK
JTM
IK
KGA/P
MP

24
1,2,3,4,!5,6
(Tidak t,3rrn&SUk perhitungan untuk 1 orang Kepala SD)



b. Perhitnngan kebutuhan gurn SMP

lf Perhitungan

a)

b)

c)

d)

Setiap rombongan belqjar dalam mengikuti mata pelqjaran
tertentu dirmpu oleh sattt oranl[ guru atau dalam satu rombei,
satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru.
Guru mata pelajaran hanya mengampu satu jenis mata pelajaran
yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
Wajib merrgajar yang digunaka'n adalah 24 jarrr tatap muka
perminggu.
Jumla-h rombongan bel{ar digunakan dalam perhitungan adalah
jumlah rornbel dengan rasio sj.swa guru yang sesuai dengal
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan
Peraturarr Menteri Pendidikan lttasiona-l Nomor 41 Tahun 2AO7
tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan
menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio siswa
guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Katingan yaitu sesuai SPM
Rumus perhitungannya adalah sr:bagai berikut :

3

\- ,m
ITL :- r-r rsg

i=1

Keterangan
Jr : jumlah rombel ideeLl

Jm = jumlah murid
Rsg = rasio siswa guru (sesuai SPM)

e) Jumlah jam tersedia adalah jumlah jam tatap muka sesuai
dengan kurikulum tingkat setuan pendidikan (KTSP) yang
dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah
rombelnya. Rumu s perhitungann;ra adalah sebagai berikut:

jt: x jtmi

Keteralgan:
JT = Jam Tersedia
JR = jumlah rombel
JTM = jam tatap muka per minggu sesuai KTSP
k = kelas

Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan
wqjib menl4ajar (2a jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari
24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor
39 tahun 2010 bahwa di setiap SiMP terdapat 1 orang guru untuk
setiap mat.a pelajaral. Apabila jarn yang tersedia tidak habis
dibagi der:Lgan wajib mengqjar', maka dilakukan pembulatal
dengan ketentuan:

I

I

lI
t
I

I
\-.
lFtn
k=7



a) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu
untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka
angka yang diambil ada_lah hasil pembulatan ke bawah

b) Jika setelah dibulatkan ke lbawah, tatap muka per minggu
untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang
diambil ada-lah pembulatan keatas dengan catatan ada 1

orang guru yang belum mengajar 2a jam.

Untuk sekolah yang berada r1i daerah khusus, kebutuhan
gurunya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2f Rumus perhitungan SMP:

Keterangan:
Kg = kebutuhan guru
jt = jarn tersedia

Perhitungaa ketrutuhan guru SMA

1| Perhiturgan

a) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu
oleh satu clrang guru.

b) Jumlah g;uru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka
perminggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar
guru (24).

c) Jumlah tatap muka dihitung dengern cara menjumlahkan jumlah
rombel pertingkat ka-li jumlah jam mata pelajaran perminggu
pertingkat "yang ada dalam strukl,:ur kurikulum.

d) Wqiib mengajar yang digunakcrn adalah 2a jarr. tatap muka
perminggu.

e) Guru mata pelajaran hanya mengarnpu satu jenis mata pelajaran
yaxg sesuiri dengan latar belahang pendidikan atau sertifikat
pendidik yetrtg dirnilikinya.

f) Apabila di sekolah terdapat letrih dari satu pendidikan agarna
yang diqiarkan, jumlah dan .jenis guru agama disesuaikan
dengan ketrutuhan dan peraturarl yang berlaku.

2f Formula Perhjltungan Kebutuhan Giuru SMA

Rumus penghitungan jumlah guru pcr mata pelajaran:

Keterangan:
KG = kebutuhan Guru
JTM : jurnlah tatap muka per jenis guru per minggu
MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata

pelajaran tertentu di satu tingkat
IK = jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti

peiajaran tertentu
24 = wqiib mengqf ar per minggu, digunakan angka 24
1,2,3 = tingkat 7, 2 dan 3

kg== *

KG= JTM 
=

24

(MPl x fKl) + (MP2 x fKz)+ (MP3 x fK3 )

24



d. Perhitungan kebrntuhan guru SMK

U Perhitungan

Setiap rom.bel dalam mengikuti .mata pelajaran tertentu diampu
oieh satu orang guru kecuali rornbel pada mata pelqjaran dasar
kejuruan dan kompetensi kejuruan diabagi menjadi dua
kelompok )/ang masing-masing d,iampu oleh satu orang guru.
Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu
yang terjadi di sekolah (JTM) dibr;rgi wajib mengqjar guru (24).
Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah
rombel pertingkat kali jumlah .iam mata pelajaran perminggu
pertingkat lrang ada dalam struktur kurikulum.
Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jarl: tatap muka
perminggu.
Guru rtrata pelajaran hanya menlilampu satu jenis mata pelajaran
yang sesuai dengan latar belal'<ang pendidikan dan sertifikat
pendidik yrmg dimilikinya.
Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agarna
yang diajarkan, jumlah dan .jenis guru agama disesuaikan
dengan kebutuharr dan peraturarr yang berlaku.

2l Formula pertriitungan kebutuhan E;urru SMK

a) Rumus perhitungan jumlah gu.ru permata pelajaran kelompok
normatif dan adaftif sebagai berilcut :

KGn/a = '# - (MP1' xLKl

b) Rumus perlritungan jumlah guru produktif :

a)

b)

c)

d)

e)

24
,= lJ!:

24

(MPlx Ir(1 , KP1)+(MP2 xl K2 x KPz)+ (MP3 xlK3 x KP3)
KGp

Keterangan :

KGn/a
KGp
JTM
MP

IK

KP

24
1,2,3

kebutuhan guru mata pelajaran normative / adaftif
kebutuhan guru mata pelajaran produktif
jumlah tatap muka F,edenis guru perminggu
alokasi jam mata pr:lajaran perminggu pada suatu
mapel
jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yaxg
mengikuti rr,ata pelq-jaran produktif pada spesialisasi
tertentu

: jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombel
pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran
produktif tertentu
wajib mengajar perminggu.
tingkat 1,2,3



e. Perhitnngan kebrntuhan guru pendidilian khusus/SlB

1l Perhitungan

Jumlah peserta didik setiap romb,rel bervariasi menurut jenis dan
kelainannya
a) Untuk Tunranetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita Ringan (C) dan

Tunadaksa (D) terdiri dari maksirna-l 10 siswa.
b) Untuk Tu:nagrahita Sedang ('C1), Tunadaksa Sedang (D1),

Tunaganda (G) dan Autis rnaksin:Lal 5 orang.
c) Untuk jenirs kategori berat dilakukan model belajar perorangan

atau satu siswa ditangani satu orang guru.
d) Guru yang mengajar pada pendji.dikan luar biasa jenjang SDLB,

diampu oleh guru kelas dengan p,endekatan tematik.
e) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu

oleh satu orang guru.
q Guru ma.ta pelajaran di SDII-B terdiri dari guru agama,

penjasorkes, keterampilan, guru orientasi dan mobilitas, guru
bina komonikasi persepsi bunyi dan irama, guru bina diri, guru
bina pribad.i dan social, guru binil gerak.

g) Angka wajib meng4jar 2a jam tatap muka perminggu digunakan
sebagai angka pembagi.

h) Guru rnata pelajaran hanya menigampu satu jenis mata pela.iaran
yang sesual dengan sertifikat pen,didik yang dimilikinya.

i) Jumlah guru dihitung berdeLsarkan jumlah rombel yang
direncanakan di sekolah dan jumlah jam mata pelajaran
perminggu yang ada dalam struktur kurikulum.

j) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama
yang diqjarkan, jumlah dan j"enis guru agama disesuaikan
dengan kebutuhan dan peraturam yang berlaku.

2l Kemungkinan jenis kelainan yang terdapat di SDLB :

a) A
b) B
c) c
d) cl
e) D
f) D1
s) E
h) F
i) c
i) M

Tunanetra
Tunarungu
Turragrahita Ringan
Tunagrahita Sedang
Tunadaksa Ringan
Tunadaksa Sedang
Tunalaras
Tunawicara
Turraganda
Autis

3) Perbandingan maksirnal guru kelas dan siswa untuk masing-masing
jenis kelainan :

a)Tunanetra, Tunagrahita Ring,an, Tunarungu, Tunawicara,
Tunadaksa Ringan, dam Tunalara:; : 1:10

b)Tunagrahita. sedang, T\rna Daksa Siedang, Tunaganda dan Autis : 1:5
c) untuk kasus tertentu seperti runilganda dan Autis Berat : 1:1

Perhitungan kebutuhan guru umuill berclasarkan pada kemampuan
untuk mengajar siswa 3 rombel perhari. 1 rombel = 5 siswa sehingga
kemampuan guru dalam 1 minggu (6 hari) = 3 romt)el x 5 siswa x 6
hari (sebanyal+ 90 siswa)

4)



(1)

12\

(3)

(4) Format pemetaan perhitungan kebutuhan guru pegawai negeri sipil
sebagaimana lampirein pertauran ini.

BAB V

PROSES PI}NATAAN DAN PEMEFTATAAN GURU PNS

Pasal 6

Pemerintah Kabupi,lten Katingan melalui Dinas Pendidikan wajib
melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar
satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan da-lam
rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Penataan dan pemerataern guru pegawai. negeri sipil dimaksud ayat (1)
dapat dilakukan dengan optimalisasi, rerlistribusi atau rekrutmen guru
baru.

Optimalisasi pemenuhan kebutuhan gurlr pegawai negeri sipil di satuan
pendidikan dapat dilakukan dengan cara:

a- Grrru l(elas

1) Kekurangan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara:
a) Menugaskan guru mata pelajaruur yang ada disekolah itu atau

dari sekiteu sekolah itu merarrgkap sebagai guru kelas disamping
tugasnya s,r:bagai guru mata pelajaran.

b) Pembelqjaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu
sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Memutasi 14uru kelas dari satuara pendidikan lain yang kelebihan
guru kelas.

d) Menerima guru pindahan da-ri satuan pendidikan lain yang
berasal dar'[ daerah (kabupaten/ltota) lain.

e) Pengangkatan guru kontrak yangl dibiayai dari APBD Kabupaten
f) Penugasan guru honorer yang dibiayai dari Dana BOS Pusat/

Dana BO{} Provinsi/Dana PDBOS Kabupaten dana yang
bersumber dari masyarakat.

g) Pengangkal.an/rekruitmen guru traru melalui formasi CPNSD.

2) Kelebihan gunr kelas dapat diatasi clengan cara:
a) Memindahl.ran guru kelas dari saltuan pendidikan yang kelebihan

guru kelas [<e satuan pendidikan yang kekurangan guru kelas.
b) Memindahkan ke jenjang pendirtrikan yang lebih tinggi menjadi

guru mata pelajaran.
c) Alih fungsi profesi guru dari guru kelas menjadi guru mata

pelajaran atau menjadi tenaga kependidikan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlalcu.

b. Grrru Mata Pelajarran

1) Kekurangan Guru Mata Pelajaran dapat diatasi dengan cara:
a) Menugaskan guru mata pelqjaran yaxg ada disekolah itu atau

dari sekita.r sekolah itu meran;gkap tugas sebagai guru mata
pelajaial yang belum ada guruny'a.

b) Menugaskan guru mata pelajaran sejenis/serumpun dari sekolah
lain yang terdekat.



c) MemutAsi p;uru mata pelajaran clari satuan pendidikan iain yang
kelebihan guru mata pelajaran

b) Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain yang
berasal dar:i daerah (kabupatetr/ltota) lain.

e) Pengangkatan guru korrtrak yang dibiayai dad APBD Kabupaten
f) Penugasan guru honorer yang <libiayai dari Dana BOS Pusat/

Dana BOS Provinsi/Dana PDBOS Kabupaten atau dana yang
bersumber dari masyarakat

g) Pengangkatan/rekruitmen guru baru melalui formasi CPNSD.

2) Kelebihan gun.t mata pelajaran dapat diatasi dengan cara :

a) Memberi kr:wenalgan kepada Kr:pala Satuan Pendidikan untuk
memberika.rn tugas tambahan kepaga guru yang kekurangan jam
mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Menugaskern guru mata pelajaran yang berlebihan ke sekolah
terdekat ya:ng kekurangan guru srebagai tugas tambahan.

c) Merekomendasikan mutasi guru mata pelajaran tertentu yang
atas kemanran sendiri pindah ke dareah (kabupaten/kota) lain

d) dari satuar pendidikan ke satuan pendidikan lain.
b) Memindahlan guru mata pel4jaran tertentu ke mata pelajaran

lain buka::L bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan
latar belakang pendidikan guru lrang bersangkutan dengan mata
pelajaran y'ang akan diampu, y,ang dikenal dengan istiiah a-lih
fungsi / profbsi, pengangkatan / rekruitmen guru baru.

c) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya
berlebihan untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. Guru
alih fungsri/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/
penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut aga-r
mendapat kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang
diampu.

c. Gu"ru Bimbingarr Koaseliog (BK)

1) Kekurangan Guru BK dapat diatasi riengan cara:
a) Memutasi guru BK dari satuan pendidikan lain yang kelebihan

guru BK
b) Menerima guru BK pindahan dari satuan pendidikan iain yang

berasal dar.[ daerah (kabupatenfkota) lain.
b) Pengangkatan atau rekruitmen guru baru melalui CPNSD.

2) Kelebihan Guru BK dapat diatasi dengan ca-ra:
a) Memindahkal guru dari satuan pendidikan yang kelebihan

kesatuan pendidikan yang kekurangan guru.
b) Alih/fungsii profesi guru, sesuai'dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pemenuhan beban keq'a guru :

Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru
PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 2a jam tatap muka dan
maksima,l 40 jam tatap muka perminggu. Guru yang diprioritaskan untuk
melaksanakan tugasi minimal 24 jam tatzlp muka dan maksimal 40 jam
tatap muka permin.;ggu didasarkan padei kriteria sesuai dengan bobot
penilaian dari nilai yang tertinggi :



1) Guru bersertifikasi, pendidik.
2) Masa kerja tertingg4i sebagai guru.
3) Pangkat dan golonLgan tertinggi.
4) Guru yang meng,ilmpu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang

pendidikannya.
5) Perolehan angka kredit tertinggi.
6) Tugas tambahan.
7) Prestasi kerja ber<Iasarkan penilaian ki:neq'a guru yang dilakukan oleh

pengawas, kepala sekolah, dan teman seiawat.

(4) Untuk menata ulang dan merencanakan k,r:mbali jumlah peserta didik per-
rombongan belajar dengan mengacu pada pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yanf,l berisi mengenai rasio minimal
jumlah peserta didik t.erhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 Tahun
2OOT tentang Standrar Proses yang meng;atur jumlah maksimal peserta
didik setiap rombongrm bel4jar dengan ketentuan sebagai berikut :

1) SD : minima-l 20 maksimal 28 pesertar. didiklkelas
2) SMP : minima-l 20 maksimal32 pesertaL didik/kelas
3) SMA : minimal 20 maksimal 32 pesertaL didik/kelas
4) SMK : minimal 15 maksimal32 pesertaL didik/kelas

(5) Mengenai rasio peserta didik dengan rombongan belajar sebagaimana
tersebut pada ayat (4) di atas, dengan mempertimbangkan kondisi
ketersediaan ruang k.elas dengan pendudu.k anak usia sekolah di wilayah
tersebut.

Pasal 7

(1) Guru pegawai negeri sipil dapat ditinjau kembali penempatanannya
minimal 5 (lima) tahun sejak surat kr:putusan penempatan, kecua-li
terdapat hal-hal prinsiip.

(2) Alasan prinsip sebagaimana pada ayat (1) I.ersebut, karena :

a. Kepentingan prornosi jabatan karir gu.ru atau kepentingan mendesak
lainnya;

b. Sakit yang memerlukan perrgobatan rutin dan perawatan Dokter
spesialis (rawat jalan) ;

c. Melanggar kode etJik guru atau pelangga,:an PP No.53 Tahun 2A7O;

(3) Bagi guru pegawai negeri sipil yang nrengajukan usul mutasi, wqfib
memenuhi seluruh persya-ratan administrasi sebagai berikut :

a. Permohonan tertulis
b. Formasi guru dari sekolah asal dan yang akan dituju.
c. Rekomendasi dar:i Kepala Sekolah asal dan yang dituju.
d. Rekomendasi Kepala UPID Pendidikan dari sekolah asal dan yang dituju.
e. Rekomendasi dari Camat di wilayah seholah asal dan yang dituju.
f. Formasi dari Bup,ati/Watikota (bagl yang keluar atau kedalam daerah).
g. Photocopy dan legalisir SK Capeg.
h. Photocopy dan lelgalisir SK Pegawai Ne6;eri.
i. Photocopy dan leiqalisir SK terakhir.
j. Photocopy dan le,galisir Karpeg.
k. Photocopy dan legalisisr DP-3 tahun terakhir.
1. Photocopy dan legalisir Gaji Berkala.
m. Photocopy dan le;r1alisir NIP.



n. Surat keterangar:r. asli Tim Dokter dari Rumah Sakit Umum (bagi yang
alasan sakit).

o. Photocopy dan legaisir SK terakhir suami (bagi yang mengikuti suami).
p. Photocopy dan legalisir Surat Nikah/C:rtatan Sipil (bagi yang mengikuti

suami).
q. Melampirkan bukti-bukti pen<lukung leuinnya.
r. Surat pengantar dari sekolah asal.

(4) Berkas usul mutasi sebagaimana ayat (3) t.ersebut di atas, disampaikan ke
Bupati melalui Kepala. Dinas.

(5) Guru pegawai negeri sipil yang tidak dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaks;ud pada Pasal 7 ayal" (3) tersebut diatas, maka usul
mutasi ditolak.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

Proses Penataan

Penataan guru sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama
bagi semua guru, promosi, dan peningkatan Inutu pendidikan dilakukan oleh
instansi terkait dengan t.ahapan sebagai berikut.

(If Satuaa Pendidikan:

a. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh
meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum,
kebutuhan gufr, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen
sekolah.

b. melakukan perencanaal kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola
perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis ini-

c. menginventarisasi dan mengidentifikasi iumlah dan jenis guru PNS pada
tahun berjalan, <libandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil
ana-lisis untuk diketahui apakah riatuan pendidikan mengalami
kekurangan atau l<elebihan guru dengan menggunakan Format I.

d. melakukan anaU.sis optimalisasi unl-uk menyusun rencarra solusi
penyelesaian pemenuha:r kekurangaa alau kelebihan guru.

e. melaporkan hasil analisis kebutuhan r:tan optimalisasi guru PNS yang
ditandatangani ok::h kepala satuan pendiidikan dengan ketentuan:

1) untuk tingkat TK dan SD kepada UPID pendidikan kecainatan
untuk diterusl<.an kepada dinas pendlidikan kabupaten;

2l untuk tingkat. SMP, SMA, dan [riMK kepada dinas pendidikan
kabupaten;

3) untuk tingkat pendidikan luar biasra (PLB) atau satuan pendidikan
yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada dinas
pendidikan Provinsi.

(21 UI!"TD Peadidikan Kecamatan:

a. fnenerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkarr laporan
hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan
pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;

b. melakukan rekonsiiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh

kepala TK dan SDdi kecamatan bersangl<utan;

c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebrutuhan guru PNS pada UPTD

pe.rdiOit a.r kecafitatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan
kabupaten.



(3) Pemindahan Guru ke Kabupaten/Kota Lairr

Apabila terjadi kelebihan guru pada kabupaten dan guru tersebut tidak
dapat memenuhi behan kerja minimum l1"4 jan tatap muka per minggu
untuk mata pela,jaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau
kelebihan guru kelas/BK, maka kabupaten mengupayakan pemindahan
kelebihan guru tersebut ke satuan pendidil<an di kabupaten/kota lain yang
kekurangan dengan cara sebagai berikut.
a. menginformasika:n permintaan atas kt,:lebihan jenis guru tertentu ke

kabupaten/ kota lain kekurarlgarr guru;
b. menyarnpaikan kelebihan data/portofo,tio guru yang bersangkutan dan

memfasilitasi pernindahan guru yang tliterima di kabupaten/kota yang
membutuhkan grrru;

c. Menetapkan pemindahan guru ke kabupaten/kotayang membutuhkan guru;

d. apabila proses pemindahan guru PNS antaf kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak bisa dilakukan,
kabupaten yanig kelebihan dan/a.tau kekurangan guru PNS
menyampaikan laporan kepada F,emerintah provinsi mengenai
kelebihan dan/atau kekurangan guru L'NS.

(4) Kriteria guru yang perrlu dipindahtugaskan

a. Grrru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru;

b. Guru yarrg dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain karena mempunyai
keterampilan atau keahlian khusus;

c. Guru pemegarlg sertifikat profesi yanfi belum memenuhi beban keq'a
minimal 24 jam pelajaran perminggu;

d. Guru yang melanggar ketentuan PP 53 Tahun 2OlO;
e. Guru yang telah memiliki masa tugas di sekolah tertentu melebihi

10 tahun;
f. Guru yang suami/isteri yang terpisah tempat tugasnya;
b. Guru yaxg sa-lah satu suami atau isterinya yang bukan pegawai

negeri sipil;
c. Guru yang suami dan isteri sama-satna pegawai negeri sipil;
g. Penyesuaian latar belakang kornpetensi dan disiplin ilmu Guru dengan

jenjang daLn atau iurusan satuan penditlikan yang relevan;
Guru yang dinilai tidak memiliki kornpetensi sebagi guru;
Atas permintaan {{uru sendiri;
Guru yang dibuturhan untuk kepentingirn dinas.

(5) Waktu Pemindahan

a. Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah,
maka guru yangl dipindahtugaskan hLarus sudah mulai mengajar di
sekolah baru mulai awal semester. Proses administrasi perpindahan
guru ke tempat tugas yang baru dimungkinkan sejalan dengan realisasi
perpindahan ke tempat tu$as yang baru.

b. Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelqjaran di sekolah,
maka proses pemindahan guru PNS dtari sekolah yang kelebihan guru
ke sekolah yarg kekurangan guru, dalam satu kabupatenfkata,
dilakukan pada rakhir semester pada tahun berjalan.

i.
j.
k.



(1)

(2)

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Guru pegawai negeri sipil yang dipindahtup;askan a-lasan kepentingan dinas
diberikan bantuan biaya mutasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan pada tahun berl'alan.

(2) Biaya mutasi kepentingan dinas dapat diberyar kepada guru pegawai negeri
sipil setelah melaksanakan tugas di tempert yang baru dengan dibuktikan
surat keterangan aktif dari atasan langsun64.

(3) Guru pegawai negeri sipil yang rnengajukan mutasi atas permintaan
sendiri, semua biaya kepindahannya menjadi tanggung jawab yang
bersangkutan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, BVALUASI DI\N PELAPORAN

Pasal 1 1

Pemerintah kabupaten melakukan peman.tauan dan evaluasi pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS TK7'TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA/SIvIALB, dan SMK di wilayah kabupaten.

Pemantauan dan e'raluasi pada prinsiprnya merupakart strategi untuk
mengetahui apakah pelaksanaan program penataan dal pemerataan guru
PNS sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hasil pemantauan dan evaluasi mereflelksikan efektivitas penataan dan
pemerataan guru PI{S TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB,
dan SMK secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil
pemantauan dan erraluasi tersebut dipergunakan untuk meningkatkan
mutu pelaksanaan penataan dan pennerataan guru PNS TK/TKLB,
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di masa mendatang.

Setelah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan
pemetaan guru PNS TKITKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan
SMK dilakukan, rnaka perlu disusun laporan yang menggambarkan
perencanaan, proses dan, hasil yang dicapai.

BAB VII

SANKSI.SANKSI

Pasal 12

Kepala satuarr pendidikart dan/atau guru yang menolak dan/atau tidak
melaksanakan keputusan penetapan penempatan dan pemindahan yang
diatur dalam Peratu.ran Bupati irti akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangafl yang berlaku.

(3)

(4)



BAB VIII

KETENTUAN LAIN-]LAIN

Pasal 13

Hal.hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan l3upati;

BAB X

PENUTUP

Pasa] 15

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agarsetiap",,,,g.*."uetahuinva,memerint*5*pengundanganPeraturarl
Bupati ini dengan penemp.t".r.tyr- A'ft Berjra Daerah Kabupaten Katingan'

DitetaPkan di Kasongan
prada ianggal Agus-ttts 2OL2
- Jt Dt74t}\ &er-

BUPATI I(ATINGAN'

DU\TIEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggat ,r JffiSL 2ot2

MMIr.

BERITA DAERAH I{ABUPATEN I{ATIilG4TN TAHUN ilOL}NOMOR"3O

SEKRETAITIS


